- .--'.__JNBEPENBENSE KOMISIKEPOLISIAN
| Nﬁ%i@?ﬁﬁ.&i ki

Oleh A Pandupra;a,s H. Sp N LL M

mengatur mengenal Komzs;
Kepohsian Nasmnal (Kompoinas)
akan nam;)ak berbagal ke—
pentmgan yang telah berhasﬂ
mendlstor31 refolmam menu}u
pohs1 Slpl] Kar_ena 1tu banyak
pengamat. mcnyangmkan inde-
pendensi Kompolnas. 'Iuhs_an_ ini
akan mengupas beberapa faktor
dependen yang menyebabkan
Kompolnas sulit mengambil
posisi netral beserta bebetapa
alternatif solusi. Fokus bahasan
pada bagiaﬁ awal tulisan ini
mengenai kewenangan Kompolnas
dalam menerima keluhan masya-
rakat. Sedang dua kewenang lain
yaitu peran Kompolnas berkenaan
dengan pergantian Kapolri dan
kewenangan Kompolnas berkena-
an dengan kebijakan kepolisian
akan ditempatkan pada bagian
akhir tulisan mi.

la kita mengamau dengan :
eksama ketentuan yang'

F_gngsi,il?gngawasan terhadap -
“Polemik seputar kewenangan
Kompolnas sesﬁngguh’nya telah

muncul sejak pembahasan RUU
Polti tahun 2002 lalu, yaita ketika
RUU tersebut disosialisasikan ke
beberapa kota besar seperti,
Mataram, Samatinda, Pekanbaru,
dan Makasar. Sosialisasi dilakukan
oleh Pansus RUU Polri beserta
Koalisi LSM. Dalam proses
sosialisasi itulah ditemukan fakta
bahwa masyarakat di daerah
sangat menaruh harapan agar
Kompolnas memiliki peran
penting dalam mereformasi Polri,
Alasannya karena Polri masih
terkesan sangat powerful, dan
pola pendekatan Polri dalam
menegakan hukum masih lebih
mengedepankan pendekatan
tepresive ketimbang pendekatan
preventive dan persuasive. Bahkan
desakan untuk membatasi pasal

pasal yang memberi peluang bagi




- '_ Pcﬂn untuk__f_ 'erprliaku ﬁnhterzstikf :

juga datang dan kaiangan anggot

| - Dewan. sendm yang termang dalam
" mtinderbeids nota yang antara lain

— rnemang hanya dengan membuat ) :
S fungsx pengawasan terhadap.__.
o ....hompolms yang ‘memiliki fungSI i
i __1nst1tus1 Polrl maupun prib:
.-pengawasan terhadap pmlaku_-_

E '--"pnbadl pohsx dan_ membekah

_I&ompolnaq dc.ngan kewenangan

meny, idik (memanggﬂ dan me-

rnenksa) terhadap anggota Polrl

yang. teiah menyalahgunakan ;

kewenangannya tersebut..

Pandangan tersebut sejalaﬁ
dengan pandangan masyarakat
dalam ‘mereformasi sistem pet-
adilan pidana, khususnya mengenai
kewenangan pengawasan’ yang
dimiliki oleh Komisi Yudisial.
Pasal 20 dan22 UU No. 22 Tahun
2004 méngétur kewenangan
Kornisi Yudisial dalam mengawasi
prilaku hakim. Kewenangan yang
sama juga dimiliki oleh Komisi
Kejaksaan ‘dalam" mengawasi
prilaku jaksa yang tertuang dalam
pasal‘10.dan 11 Perpres 18/2005.
Sebagai konsekwensi logis dari
kewenangan uniuk ‘mengawasi
prilaku pribadi penegak hukum
tersebut; maka komisi ‘perlu

'_lpohm Karenanya Kompoinas-_-:-

dﬂengkapl dengan kewenangan:.':

Berbeda dcagan dua koml31 dt__ _'
atas Kompoinas tidak mermhlu

“tidak - fnemihkl kewenangan'.

menyldlk Argumentam lain yang
meiatarbelakangi perlunya Kom-
polnas memihk kewenangan.
menyldlk adalah karena tmgglnya :
keudakpercayaan pubhk terhadap
proses penjndikan diinternal Polm
Pola peny:dikan tethadap para
Perwira Tinggi di Mabes Pold yang
terkait kasus L/C BNI fiktif
menarik untuk men;ach peﬂa aran
kita semua :

| Gerakan putup mulut di antara
pata penegak hukum dan penerm-
patan asas tcl)ie'ra'n"si yang tidak
propotsional menyebabkan se-
orang pohsl cenderung meng-
hindar atau tidak mau menyidik
teman sejawatnya. Keraguan
seperti itu juga terjadi di Amerika.
Hasil investigasi internal kepolisian
di Amerika dinilai basa-basi belaka

(“whitewash”). Hasilaya tetap

menyidik yaitu - kewenangan_:;‘..:
'_Zmemanggﬂ cian mememksa yang =

_ : ."-_-;bezrsangkutan
: _fdltandangam oleh JE Sahetapy. -

_"-]awaban atas desakan tersebut




~ dianggap tidals fair, karena ada
“code of . silence”.. Polisi ‘akan
' menolak untuk men]adi saksi
_terhadap peiaku ke;ahatan yang
betasal &an kalangan rekan
' 'ker]anya Dalam beberapa kasus
_.mereka bahkan sepakat ber—
bohong untuk mehndungl teman
se;awatnya et
Upaya untuk membuat poh31
menjadi professmnal dan manditi

sesuai tuntutan YU Pold tiadalain -

dengan membangun akuntabilitas
di lingkungan Polri: Salah satunya
yang utama adalah dengan mem-
bangun sebuah mekanisme pet-
tanggungjawaban atas setiap
pengambilan sebuah diskresi oleh
anggota Polri. Hal ini telah dibet-
lakukan ﬁdak saja terhadap jaksa
maupun hakim, tetapi juga berlaku
tethadap notar_is,__doktcr, akuntan
dan pengacara. Kualitas tindakan
polisionil seorang pbl_i_si ditentukan
ketika ia c_iapat_mempertanggﬁng—
jawabkan keputusannya (diskresi),
misalnya tindakan menangkap
tersangka atau menembak sekali-
pun. Panduan yang dipergunakan

ketika akan mengambil keputusan
tersebut adalah Prosedur Tetap
(Protap). Manakala Protap di-
patuhi, seharusnya forum akun-

tabilitas ‘tidak 'péﬂd 'ditakuf:i""'
Permasalahan men;adl lain’ ketika
Protap 'adak ada,’ sehmgga suht.' _
menilai dan mermnta pertanggung"- _
;awaban yang bexsangkutan Halini
seperti - pernah terjadi’ pada:""
pemstiwa tabrakan beruntun di

. }alan tol: yang dlai«ubatkan tmdak:fm'” '

p0h31 yang berlebﬁian dalarn mengw' _
amankan rombongan Presiden
Susﬂo Bambang Yudhoyono
beberapa waktu lalu. & L

Tidak sechkit p}hak plhak yang
resisten terhadap desakan agar
senap tgndakan polisionil seorang
anggota poh31 hatus bisa diperm

anggung ]awabkan Mereka
nampaknya masih berpandangan
bahwa urusan Polri lebih dari
sekedar penegakan hukum dan
profesionalisme. Ada yang lebih
penting dari itu semua, yaitu
masalah keamanan nasional.
Sehingga mereka enggan ditempat-
kan sebagai bagian dati sistim
petadilan pidana. Sayangnya lobby
politik para petinggi Polri tet-
hadap anggota Dewan cukup
“berhasil” ketika RUU Polri
dibahas di DPR. Salah satu faktor
yang telah berhasil mengecoh
perhatian publik ketika itu adalah

trauma masyarakat terhadap




i‘nanuifer -politik mantan presiden
--.Abdurahman Wahzd terhadap
..1nst1tu31 Polri .yaitu: Keppres
-yang telah membcrhennkan
-.jendral meantoro dari jabatan
- Kapolﬂ dan mengangkat Komjen

L : poln Konsentraqi pubhk terfokus

o _pada peranan I{ompolnas dalam

' 'menangkal menuver serupa d1-
dibekali peran yar;g tidak bisa di-
abaikan begitu saja dalam proses
peroanuan Kapoln

I”aixtor lam yang membuat
sebz_;g_mn anggota Dewan bez-
empati terhadap Polri adalah per-
;uangan Polti dalam mewujudkan
ékéiéf@héinyé setelah p.émisahan
dlrinyq dari TNL Upaya tersebut
tidak udah karena upaya kooptas1
kcmbqh selaiu nampak di ‘angkat
ehte '

Keluhan terhadap kinetja Poln,
bukan pribadi pohsx

Salah satu kewenangan dari
Kompolnas yang diatur dalam
pasal 38 ayat 2.c UU Pold adalah;
‘...menerima keluhan mengenai

kinerja kepolisian dan menyampai-
kannya kepada Presiden’. Terdapat
tiga hal yang menarik untuk diulas
dari bunyi pasal tersebut.

1. Gb;ek keluhan masyataicat

Kewenangan Kompolmas.
adalah “menerima saran’ dan'
keluhan dar masyarakat mengenai_
kinerja kepolisian...” Selan]utnya'
dalam pen;elasannya disebutkan
bahwa yang dimaksud keluhan__'_

sudah dibatasi oleh UU Polsi
pasal 38 ayat 2.c, yaitu; i) penyalah-
gunaan wewenang, ii) dugaan
korupsi, iii) pelayanan yang buruk;
) petlakuan diskriminatif, dan v)

penggunaan diskresi yang keliru.”

- Pemilihan kata ‘keluhan’ cukup
beralasan bila dikaitkan dengan
implikasi hukumnya berdasarkan
ketentuan hukum pidana. “Laporan”
selalu dikaitkan dengan tindak
pidana umum sedangkan “Peng:
aduan” dikaitkan dengan Delik
Aduan. Namuon pendefinisian
tersebut tidak selalu dikaitkan
dengan implikasi pidana bagi
Komisi Yudisial maupun Komisi
Kejaksaan. Ketentuan di kedua
komisi tersebut secara seragam
mendefinisikannya dengan laporan.

Pernilihan kata “keluhan’ tersebut
juga terasa janggal ketika dikaitkan
dengan salah satu objek yang
dikeluhkan, yaitu dugaan korupsi




:_:;:yang ;elas ;elas pidana mu}:nl
s Apakah dengan dem:klan pembuat
] undangse axa chsknrnmauf

.-:'ter]ach.di tubuh PoltiP o
Ob]ek dam keluhan yang di-

| __.maksud oleh undang unda.ng bukan

;perbuatan sescorang yang ber- | '__penasaranmencaﬁ kambmg hltam s

akibat pada pemidanaan si pelaku
tetapi kinerja Polri berkenaan
.dengan keenam masaiah chatas
K.tner}a menutut Kamus Besar
‘Bahasa Indonesia berarti 1} seswatu
yang dicapai ii).'p.re.st.asi yang
'dlperhhatkan m) kemampuan ketja.
Dalam artian sederhana kinerja
berarti system. Sebagal contoh; jika
masyarakat menjumpai adanya
dugaan korupsi di sebuah kantot
polisi, maka fnasyérakat dapat
datang ke Kompolnas lalu me-
'ngeluhkan system yang menye~
babkan terjadinya korupsi tadi.
.Keluhan bukan dialamatkan
kepada mdnndu poh81 yang me-
lakukannya

2. Sub ek keluhan masyarakat
Siapa yvang dapat dimintai
tanggungan jawab terhadap sistem
yang korup tadi? Begitu biasanya
desakan masyarakat. Jawabannya

sederhana saja ...

f_na mbedakan derajat tindak pidana
ugaan korup si. yang _

sistim: huls':um :

'.pxdana kita tidak ‘mengatur
. tanggung jawab pidana. sebuah._'
-'system Terus terang ;awaban"
tersebut agakkonyol dan mengada—' '
7 ada. Tetapi itu jawaban maksimal -
:yang dapat chkemukakan untuk_ )

memuaskan masyarakat yang.

Man kita bandingkan bagal-'_-
mana kewenangan Komisi Yudisial

yang telah diator dalam pasal:22

ayatl.a UU 22/2004; ‘menertima
laporan masyarakat tentang pesi-

laku hakiny’. Sedangkan Komisi

Kejaksaan berwenang, ‘menerima
laporan masyatakat tentang peri-
laku jaksa dan pegawai Kejaksaan
dalam melaksanakan tugas baik di
dalam maupun di luar kedinasan’
(pasal 11.a Perpres 18/2005).
Kedua Kotnisi teréebﬁt secara jelas
dan tegas menyebut subj ek dari

1aporan adalah orang perorang
selaku subjek hukum.

. Dengan demikian jelas kiranya
bahwa Kompolnas tidak ber-
wenang menerima keluhan dari
masyarakat berkenaan dengan
prilaku menyimpang seorang

-oknum polisi. Dan apabila ternyata

Kompolnas tetap menerima




: _"la"péirén atau pengﬁduan" ﬁiﬂéyd— _

~ rakat tersebut maka Kompolnas

: dapat dlgugat secara. perdata-

‘nelalm Peradilan’ Tata Usaha
' Negara oleh pohs1 teﬂapor

| " Salah’ satu cara menghmdari
: _-'_'-gugatan pe:dgta di PTUN adalah_
' ompolnas udak menetima”

: "langsung pengaduan masyarakat
berkenaan dengan prﬁaku me-
?nylmpang dari polisi. Kompolnas
hanya bisa menerima tembusan
atas pengaduan masyarakat yang
masuk langsung ke instansi Polri
dan ‘instansi lainnya.-Tembusan

tersebut dapat menjadi acoan bagi .

Kompolnas dalam menilai kinetja
instansi kepolisian yang menerima
langsung pengaduan masyarakat
dalam menangani pengaduan
tersebut. : S

3 Progress report :

Pen;elasan Pasai 38 ayat 2.c UU
Polri menyebutkan bahwa ‘o
masyarakat berhak memperoleh
informasi’ mengenai penanganan
keluhannya Ketentuan tersebut
dapat diartikan bahwa Kompolnas
akan mempelajarinya terlebih
dahulu keluahan masyarakat se-
belum diserahkan kepada Presiden,

dan baru akan memberikan pet-

-kembangan keluhannya kepada' .
‘masyarakat yang- mengeluh tadl.-..
‘setelah mendapat persetu]uan_-
3Premden ‘Bisa’ dxpastd«.an Kom—_:
polnas akan sulit mengmformas:{—'
kan perkembangan keluhannya ”
.ter_hadap masalah yang laten sifat-
"nya ‘seperti. yang ter}adl pada

proses’ pengurusan SIM atau_"

: STN K.

'Pola ker;a Kompolnas berkena-

an dengan kmet;a Poln 4

.‘Ada pepatah yang berbunyl
tiada rotan akat pun berguna.
Menurut literatur yang ada .t_e£—
dapat beberapa macam peia_n
Komisi berkaitan dengan kinerja
polist sebagai berikut; -

1 Melakukan fungsi momtormg

'bagajmana ‘pengaduan masya—

- rakat dltangani oleh instansi

kepohsmn Komisi chhatapkan

secatra pxoakuf mendatangl

.masyarakat ke pelbagm pelosok

negeri untuk mendengar keiuh~

an mereka terhadap kme]a poliéi

* setempat, dan mensosialisasikan
prosedur pengaduan.

2. Melakukan review terhadap
penanganan laporan masyatakat

tethadap prilaku menyimpang




g ddri po]_iéi Révie’w 'f:’érhédap
s pola penanganm laporan tet- -

sebut akan menghasﬂkan re-
-_'__-_'_komendam untuk merubah

- '_._.pc)hcy di kepohsmn

3 "Men]alankan fung31 bandmg
©oatas keberatan masyarakat

L ;_;.‘ibefkeﬂaaﬂ

Bk mternal ch kepohsxan

4 Men}alankan ﬁmgﬁ audlt kmer;a
N terhadap mstans; kepohszan '

. Kecuali. fungsu lembaga. ban~
ding, Kompolnas dapat melak-
'sanakan Retlga peran diatas
Khusus mengenal butir pertama
Kompolnas sayogyanya agar mem-
posmkan suara wakil masyamkat
di daerah (DPRD) lebih utama
dzbandmgkan dengan keiuhan
individu masyarakat Yang utarm
Larena mereka leb1h Lompeten
Kedua dlharapkan dapat bet-
dampak pada konttibusi riil Pemda
setempat untuk turut mt:mbangt.n
Polridi ﬂ_aera_ﬁn_.ya masing masing,

~ Untuk melaksanakan fungsi
kedua tersebut, yaitu melakukan
review terhadap penanganan
pengaduan masyarakat, faktor

saran dan prasarana masih menjadi

kendala besat. Bahkan dikhawatic-

e ___asﬂ pcmemksaan _
= yangt telah dJlakukan oleh bagmn _

_pohs,t sangat mungkm berbeda'
denganyang diadukan oleb masya~
rakat. Untuk men]embatam pro-

L -blemank tersebut branya chperlu-

kan pendampmg yang kompeten '

ﬁ]u}u.t dan netral Tentu saja dengan' .
"_tetap memperhatlkan kemungkm”.

munculnya: dampak neganf lain;

: dalam situasi dimana mateti aduan '
tetsebut diprovokasi oleh plhak

yang tidak bertanggung }awab
nnsainya ' :

Kmer;a D1v151 Propam di lmg—
kungan mtemal Polri tampaknya
akan men}ach kendala yang cukup
beram dalam menangam pengadu—
an, masyarakat terutama dati segi
}umlah sumber daya manusia. RaSlO
antara pohs1 Propam dan non
Propam yang ideal adalah 1 : 64.
Rasio tersebut pernah terjadi di
kota New Yotk pada tahun 1970an.
Reformasi Polri saat ini mengejar
rasio ideal antara anggota Polri dan
masyarakat dari 1: 800 menjadi 1:
400. Upaya’ pemngkatan ]umlah
personil Polrd dengan cara meng-
gengot penerimaan 26.000 anggota
setiap tahunnya sayogyanya juga
telah memperhitungkan peninglat-
an jumlah personil Propam.




Douglaz Perez menggunakan

o 'tlg crxterla dalam melakukan
*audit mnerja dalam mengevaluam_

i _'kmer;a poh51 dalam menangani

B "'--.pengaduan masyarakat 1) Iﬂtegngz
) [qutzmagy )- lgarfzmg Pertama
; _"zrzlcggm \: mengenm ungkat totahtas
L (thou "'oz{gbﬁm) dan keadilan (}Zzzmeﬂ)
--i”'-daiam 'proses pemenksaan suatu

- -keluhan masyafakat Kedua !f;gziz—
- ey, mengenai bagaimana proses
pemeriksaan tethadap keluhan
tersebut dipandang oleh semua
'pihak yang terlibat seperti; Pihak
yang mengeluhkan plhak yang
dikeluhkan, instansi kepohsmn
.stakchoiders dan masyarakat luas
_Ket{ga /earﬁmcg, apakah ada proses
:pembeiajamn bag1 seluruh plhak
yzng terkalt sepern terlapor dan
1nstf1n51 kepohszan itasenditt.

Problem utama dalam meng-
evaluam kinetka Polr adalah sistim
mutasi terhadap pihak yang sedang
.diperiksa atas nama kepentingan
negara. Sistim ini layak untuk di-
evaluasi karena tidak jarang diper-
gunakan oleh _yang' bexsangkutan
untuk lari dari tanggung jawab.

Sekertariat - Kompolnas di
Mabes Polri -

Posisi sekertariat yang berada

di- hngkungan Markas Besar

Kepollslan Negam Repubhk:_j..

Indonesia telah- menimbulkan_“-_
-'kecungaan sernentaxa pihak bahwa___

Kompolnas akan mudah ter-

“kooptasi. Hal tersebut dapat
":dimengertl apabﬂa Wewenang

Kompoinas berperan sebagai.
rempat: pengaduan. Pelapor akan

dihantui oleh rasa takut sebelum
datang mengadu. Namun karena
yang d1keluhkan hanya masalah
kinerja, rasanya kekhawatiran
tersebut mungkm agak berleblhan

Dan 5131 iam penempatan
sekertanat ch Mabes Polri dapat
d11nd1ka51kan bahwa persoa}an
terbesa_t ;usuu ada dlsana Kom-

_poinas akan sangat dnnudahkan

dalam mencari data dan mformas1
Kewenangan Kompolnas memang
hanya seputar kinetja yang perlu
diseri@uiriak;_m dan bukan mencati
kesalahan pribadi polisi di ling-
kungan M_abes Polri. Namun mana-
kala Kompolnas menjumpai fakta
bahwa ternyata kirierja vang buruk
justru sengaja diciptakan oleh pihak

‘tertentu dan pelakunya berada

disekitarnya. Maka dikhawatirkan
faktor kedekatan fisik akan mem-
buat Kompolnas menjadi bias dan
mudah terkontaminasi.




' "'.:-menugaskan 3 menterinya men
._ambll posisi penting di Kom—f‘._f
= polnas_ Sedangkan hal te:cscbut-z._
-_ _'_:nd k dﬂakukan oleh pemerintih

'dalam_ mengendadkan Komisi

ofﬁcxo) Kalau keteﬂtuan tersebut
. dl}abaxkan secara’ harﬁah berartl
akanada menteﬂ L yang akan duduk

sebagm anggota: Kompolnas
Sementata posisi Ketua Kom-
po]nas dljabat oleh bukan menterd,

: Pen;abaran tersebut tentu sa}

tldak sedap d}.pandang dari sudut
pemermtah sehmgga dapat men-
jatuhkan wibawa pemermtah
Karena itu Perpres 17 /2005 ‘telah
mengambﬂ alih posml Ketua dan
Wakil Ketua, schingga Ketua
Kompolnas d.ljabat oleh Menten
Koorchnator Politk Hukum dan
Keamanan (ex offic:lo) sedang
Wakil Ketua dijabat oleh Menteri
Dalam Negeri (ex ofﬁmo) Unsz_lt
menteri di jajaran anggota di-
Lempan o}eh Menteti Hukum dan
I—Iak Asas1 Manusm

Begltu pentingkah Kompolnas,

;}khawanmn K{:amp blnas Udak

"sehmgga pemermtah sampai

ndent sehmgga Kom

'-"'_dapat menyimpang dari. m151

utamanya Krakhawanran texs
cukup beralasan manakela oxga ni-

sasi Kompolnas ber enj jang daﬂ
Ketua memiliki kewenangaﬁ_
absolute. Pasal 14 Perpress 17/
2005 telah menjawab hal itu. ‘Tata
kerja dalam otganisasi Konipolnas
dibangun atas ‘dasar prinsip
musyawarah untuk mufakat.” fni
berarti bahwa hubungan tata ketja
sesama anggota Kompolnas tidak
subordinatif. ‘Setiap anggota
Kompolnas memiliki suara yang
sama, terlepas dari latar belekang
keterwakilannya masing: masing;
Termasuk apabila yang ber:
sangkutan adalah menteri-ex
officio. Apabila faktor jumlah (3
menteti ex officio) diharapkan akan
mendominasi pengambilan suara di
Kompolnas, tentu bukanlah sebuah
strategi yang tepat: Karena dengan

1 menteri yang memiliki veto saja




N '_ '.poinas

E sudah biSa mempengamb.l prOSes
' pengambﬂan keputusan dl Kom—

Muncul pertanyaan mendasax

: apa urgensx p ernpatan Menko
;-_Polhuham sebagm Ketua Kom-
R -_poina@-jawaban yangpahngmen—.- :

're forma& hukum Tapl ]awaban it

suli djmcngeru katena hal terscbut

tetap? cIé.pat dﬂaksanakan tanpa
harus mendudukkan seorang
Menko diKompolnas -

Akan halnya posisi Menteri
Hgk_um dan Hak Asasi Manusia,
keberadaanya sangat diperlukan
dalam mengkoordinasikan produk
perundang-undangan. Tidak jarang
Polrt berjalan sendiri, bahkan ter-
kesan cksklusif dalam menyusun
pe_ratﬁran--_ vang:sering kali ber-
dampak negatf terhadap masya-
rakat.:Misalnya Protap mengenai
pengendalian massa yang konon
telah disesuaikan dengan ketentuan
yang ada, khususnya ketentuan yang
dapat berakibat pada pelanggaran
HAM. Pentingnya melibatkan
publik
pembuatan Protap karena mereka
yang ‘akan menjadt korban bulan

partisipasi dalam

bulanan Pold. Partisipasi publikini
juga penting dilakukan uniuk men- i
dukung proses sosialisasi agar'_-'.
Protap dapat dlpaharm oleh publik i
dengan benar. Belum lagi- faktox:.-_
'ttanspamnm agar masyarkaat dapat

mengetahul dengan pasti kapan .
akan menuai tisiko manakala
meianggax Protap Pemahaman
bahwa transparansi Protap sebagal "

salah satu fungsi control belum' _

dipahann dengm baik oleh Poin

- “Adapun penugasan Menter_x
Dalam Negeri (ex officio) untuk
duduk selaku Wakil Ketua Kome-
polnas memerlukan pemahaman
yang lebih mendalam. Selama ini
pola hubungan kertja antara Pold
dan Mendagti dilandasi Kese~
pakatan Bersama Menteri Dalam
Negeri Dan Kepala Kepohsm_n
Negera Republik Indonesia
Nomor 119/1527/S] Tahun 2002
— No. Pol: B/2300/VII/2002
(tanpa tanggal). Kesepakatan
tersebut mengisyaratkan hubungan
kesetaraan antara Kapolri dan
Mendagti yang tidak subordinatif
satu instansi terhadap instansi
lainnya. Hal yang demikian dapat
terjadi karena antara kedua instansi
tersebut menganut asas yang

berbeda. Polri menganut asas




mempertanggung

chmana cha bertugas

Dengan berlakunya Perpxes 17
Tahun 2005 yang telah menempatm
kan Menten Dalam Negen “leb1h
tmgg1 Banpada Kapoln meng-

akibatkan MOU antara Kapoltidan

Mendagri- tersebut batal dengan
sendirinya. Hal ini’ sejalan pula
dengan semangat UU No. UU 22
Tahun 2003 Tentang Pemetintahan
Daerah; dalam konteks akun-
tabilitas kinetja aparat Polri di
daerzh tethadap DPRD (pasal 66).
DPRD berwenangan -mema.nggil
pejabat permerintah (termasuk
anggota Polri) terhadap adanya
dugaan tindak pidana tertentu
dengan ancaman yang bersang-
kutan dapat dikenakan panggilan
paksa dan selapjutnya disandera

paling lama 15 hari. -

":-_'.'-Kompolnals ! §
i d_lbandmgkah'; dengan Komls1 laln -
"':': Setxdaknya dari- seg1 anggaran '
h Kompolnas lebih diuntungkan dari
| . " Komisilain, karena ketiga mer o
L 'menghadzn' P _nggilan resmi-,_-'-tersebut duduk selaku ﬁofﬁcm
e Dewandldaerah khususnya un tuk i .Ou‘:’put Kompomas :
]awabkan_ o

k.mer]anya terhadap .rm/éefm!dem_ :
S kehadJran sebuah iembaga dapat

Dlsampmg::--zt:." 'ketexhbatan 3

menteri dic Ko p_olnas dapat?’f;
B .}memmbulkan kesan bahwa klner}a L

: 'blh efekufi”._ '

Untuk mengukur manfaat dan _

dilihat dari out put yang dihasilkan-
ﬁj}'a: dan dampak positif dari o.utpﬁt
tetsebut. Kualitas out put'sangat
dltentukan oleh in _put yang - di-
terima. - Diasumsikan bahwa
semalkin baik in put yang diterima
semakin baik pula out put yang
dihasilkan, demikian pula sebalik-
nya sebaliknya (gargabe in garbage oul).
Pada saat ini Polri sedang menata
diri yang dikenal dengan reformasi
instrumental, struktural dan
kultural. Singkat kata, Polr saat ini
sedang memperbaiki kinerja
kelembagaannya. Sudah dapat
dipastikan Polri akan menuai
banyak k_eluhaﬁ terhadap kinerja-
nya. |

Input Kompolnas terhadap
kinerja Polri dibandingkan dengan




: -"ki‘ef%i

“in put. Komisi, Ke;aksaan ‘dan
.Korm51 YudiSial terhadap prilaku
| indnndu aksa/ hakim memang
-sangat berbeda Soal pertama
- adalah yang menyangkut format
. _keluhan I‘1dak mudah_ bagi
: masyaml«.at awam memformulas1~

o _stainyq ada seorang: tersangka

‘yang kemuchan meregang nyawa
setelah beberapa hari ditahan di
sebuah karitor’ polisi’ Amat sulit
bagi- k-eluaif‘ga- "-koi.:ba'ﬁ' “untuk
mé-z_igclﬁé{hka_ﬂi petsoalan diatas,
khisusnya dalam menentukan
sebab kematian korban di antara
ke-6'_ke’r1"iu'rigkinan yang telah secara
limitatif ‘'diatur ‘oleh’ Undang
undang-Apakah karenia pelayanan
yang buruk, petlakuan diskri-
minatif, ‘dan seterusnya. Logika
masyarakat awam, yang ‘telah
rertanam: lewat sistim pidana kita,
selalu berangkat dati akibat, yaitu
kemnatian. Dari situ kemudian dicari
sebab musabab kematan untuk
kemudian ‘dapat ditentukan ter-
sangkanya. - -

Karena lingkup kewenangan
Kompolnas adalah kinetja alias
sistem, maka ketetlibatan Kom-

polnas baru akan:nampak ketka
jamahkorban lebih dari satu dalam

uhan mengenzu I;mer;a Poh:t :

kurun waktu tertentu, di suatu
wilayah tertentu. Pembatasan tad1
diperlukan untuk. memagazz;
munsulnya asumsi asumsi liar dan
seterusnya. Kajiannya sangat
akademis dan tidak dalam rangka" :
mencati kambing: hitam (1tu_-
esensinya). Output: Kompolmas‘ '
khusus untuk masyarakat- yang -
menga_)u_kan keluhan terhac_lap"_" )
kin"e_ﬁjé- instansi Polri kepada
Presiden. Kompolnas tidak. me-
ngeharkan rekomendasi betkenaan
dengan keluhan masyarakat yang
lebih specifik s1fatnya misalnya
menyangkut 1snd1v1du polisi yang
menyalahgunakan wewenang, |

Mari kita bandingkan dengan
out put lembaga serupa dalam
kaitan pengaduan masyatkaat. Yaitu
Komisi Kejaksaan, Komisi Yudi-
sial, dan Ombudsman (berdasar-
kan Keppres No. 44 Tahun 2000
tentang Komisi. Ombudsman
Nasional). Komisi. Kejaksaan
memiliki opsi untuk memeriksa
senditi, atau mengabil alih pe-
meriksaan oleh internal kejaksaan,
dan selanjutnya memberikan sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku.
Sedang Komisi Yudisial, setelah
memetiksa sendiri akan mengusul-
kan sanksi kepada Mahkamah




ke jAgung atau Mahkmnah Konstmm
- _:Adapun Ombudsman akan_ me-

éelam berdaméak negatlf bag1

teriapor juga berupa rekomendasi
bagi perubahan klnet;a kepada
instansi terkan Rekomendasi
mcmihki makna yang lebih tegas
ketlmbang usulan sepexn yang
dimiliki oleh Kompolnas Re-
komendasx lebzh menun]ukan posisi
mdepeden netral dan tidak
subordinatif.

Kepada siapa Kompoinas bet-
tanggungjawab
Pola pertanggungjawaban yang
berlaku di era reformasi ini adalah
akuntabilitas terbuka kepada
publik. Tanggung jawab tidak
semnata kepada atasan langsung atau
kepada yang melantikaya, yaitu
Presiden. Tetapi juga kepada

masyarakat umum. Akuntabilitas
terbuka sangat diperlukan terhadap
institusi yang melibatkan wakil
masyarakat. Konsep ini telah secata

'.'benar dlterapkan oleh Ko:ms;-'
:Yuchsml dan Ornbndsman Ya.itu_
i'mene:tbnkan iaporan tahunan c?;an_ _

membuka ‘akses mformam secar_a'

lengkap kepada bublik. Sayangriya
-----koﬁsep'-ini’-ﬁda'-k- terlihat pada -

aturan mengenai’ Kompolnas j
- '-'.:-Kendatl dermkmn bukan berarti-
'fKompolnas dapat mengabalkan i

pola pertanggungj jawaban terbuka
kepada pubhk Katena sesungguh-

nyapolayang demikian merupakan

pola baku bagl sebuah Komisi:~

'Mltra ker;a Kompolnas \ v

.L Komim Kozms; Negara.

" Dewan bersama-sama dengan
pemerintah telah dengan ‘sem-

purna’ menyeragamkan reformasi
sistim petadilan pidana. Hal ini
dapat dilihat dengan lahirnya tiga
komisi di ketiga pilar sistim per-
adilan pidana kita; Kompolnas,
Komisi Kejaksaan dan Komisi
Yudisial. Ketiga komisi tersebut
sayogyanya dapat menyelarakan
langkah satu sama lain sekaligus
saling melengkapi ketimpangan di
antara ketiganya. Mereka diharap-
kan dapat menjembatani proble-
matik koordinasi di antara institusi
kepolisian, kejaksaan dan Mah-
kamah Agung Bahkan sangat




B .-'.mungkm mereka djharapkan dapat

*memonitor’ plOSES pemenksaan

_ _f;penuntutan sampal pezmdanaan _

o -_'-'-'-:tcrhadap_ _'_asus besar yang-me-
o nyerap ;p_erhatian pubhk Khusus-

o nya terhédap kasus besar yang tidak -
jung f_cha]ukan ke. pengachlan :
}akéaan padahal telahlama -

i pahkan'oleh kepohsan Begit

| ..teriaiu lama. menunda nunda
pememksqan manakala menurut
kejaksaan: d1pandang sudah cukup
bukd untuk segera diajukan ke
Peng‘ldlian Penudaan Berlarut
adalah problem kinerja kepohsma
berdasatkan Laporan Tahun 2004
vang dikeluarkan oleh Komisi
Ombudsman Nasional..

" Komnas 'HAM dan Komisi
Pembaratasan Tindak Pidana
Korupsi’ (KPK) adalah dua
Komisi yang paling relevan untuk
menjawab ptoblem mendasar
1<6mpblﬁ_as ‘yang tidak bei-
kewenangan menyidik polisi yang
‘melanggar HAM ‘dan yang tet-
indikasi korupsi.  Kerjasama
Kompolnas dengan kedua Komist
tersebut sangat diperlukan dalam
mengkoordinasikan problem
pelanggaran HAMdan korupsi di
kepolisian. =

'yang dlkenal dengan Ombuds nan -
:lahlr pada era pemermtah’a”“

"Kendat{ baru hma tahun namun
- dampaknya terhadap gerakan Loud -

_sebahknya poh51 tidak bisa

Korms1 Ombudsman Nas1

Keppres No44 Tahun 2000

' gawrmmw teiah terasa di berbagm__'f _
rdaerah sejalan dengfm semakin

berkembangnya otonomi daerah di-
Tndonesia. Sampaj saat ini telah -

'lahlr Ombudsaman Daerah Isu—.

mewa Yogyakarta dan Ornbuds~
‘man Daetah Kabupaten Asahan.
Tercatat pula sebanyak 23 dacrah
sedang memperszapkan pem-
bentikan Ombudsmnan Daej:almya

masmg masing,

“Ada kesan duphkam antara
Kompolnas dan Ombudsman di

tingkat pusat, yaitu dalam hal

pelanggaran administrasi. Tetapi
untuk’ Ombudsman Daerah,
kebéradaannya akan sangat menun-
jang Kompolnas, khususnya dalam
menjawab problem geografis
dalam’ menjangkan keluhan dari
masyatrakat. Apalagi Ombudsman

daerah dibiayai oleh anggaran
dactah. Ada faktor menarik yang
harus dicermati bersama, yaitu




.'Lew eqangan masmg masing
"_'.Ombudeman daerah bexbeda
' _;antara satu dan lainaya. Ombuds—
man Daetah Istimewa Yogyakarta
1 mermhki kewenangan memanggﬂ
'dan ‘meminta keterangan serta
_mengeluaxkan rekomendasz
ESr:dazagkzm Ombudsman Daerah
‘Kabupaten ._A_sa.han. memiliki
ke;w_én_angan tambahan lainnya yang
Sﬁﬂgat signifikan, yaitu kewenangan
untuk mendatangt‘langsung atau
melakukan investigasi' terhadap
‘penyelenggara negara dan melaku-
kan tindakan tindakan Jain terhadap
penyelenggara negara. - '
Kewengan membantu Presiden
dalam pemilihan Kapolsi

Wewéhang | Kom?ohiﬁas uniuk
urun rembug dalam pemilihan
calon Kapolri lahir sebagai reaksi
atas txagedi pohtlk pada era
pemeﬂntahan Abduralnnan Wahid.
Kendati tldak 31gn1f1kan me-
ﬁentukan calon Kapoln - karena
hanya memberikan perumbangan
kepada Prisiden - tetapi peran
K_ompolnas_ndak dapat diabaikan
begitu saja manakala pertimbangan
I(dfnpolnas ‘berbeda dengan
pilihan Presiden. Hal ini tentu akan
menyulitkan bagi Presiden untuk

memilik calon Kapolri yang: di-
pandang sejalan dengan kebijakan- -

nya. A}mlagl, setelah it Pxeszden_
' :harus meminta persetu]uan DPR
Dalam kaitan ini sepemnya tcr—

dapat duphka51 pcran antara Kom- '

':polnas dan DPR dalam proses
pez:gantlan Kapolﬂ o

_Kewengan dalam membantu

Pres:.den dalam menetapkan
arah kebilakan kepolxsmn
negara Repubhk Indonesia.

Lingkup kewenangan Kom-
polnas dalam hal ini meliputi;
anggaran, pengembangan sumber
daya manusia dan pengembangan
sarana dan prasatana kepolisian.
Penjabaran dari kewenangan

_tersebut, secara kata perkata sama

pexsis antara UU Polri dan Perpres
17/2005. Kewenang tersebut,
khususnya masalah anggaran,
tumpang tindih dengan kewengan
Dewan. Hal ini akan terlihat pada
saat pembahasan anggatan Polti
pada sidang Komisi Anggaran di
Dewan Perwakilan Rakyat. Hampir
bisa dipastikan, kecil sekali peran
Kompolnas dalam masalah tet-
sebut. Begitu pula halnya dengan
masalah pengembangan sumber
daya manusia dan pengembangan

sarana dan prasarana kepolisian.




-' iPenutup |

. Peﬂgkajlan Kompolnas dengan

.;-i'r.nenggunakan log1ka reformasi,
“baik dari kacamata sistim pemdﬂan

- _;pxdana maupun Good Carpomte :
' ___Gozzem.czme akan membuat klta_

frustasi.” Kompolnas seakan bel—
:.;alan sendm tetlepas daﬂ tatanan

" teformasi yan 'édang sama sama
- kita bangun UU Polri telah beg1tu
i cerdik telah mengangkangi
materi muatan yang sayogyanya
menjadi bagian dari lingkup
‘Perpres, khususnya pada -b'zigian
: ké\x}enan'gan Kompolnas. Perpres
- tidak bisa tidak harus mengaturnya
dengan ‘cara mengutip saja pasal
‘demi ‘pasal yan'g. sudah terlanjur
diatur ‘dalam UU Polri. Kondisi
‘tersebut semakin bertambah
'i"{my'zir'n ketika tiga menteti secara
ex officio ftkan terhbat dalam
Kornpolnas '

UU. Polri telah secara cerdik
mengahhkan fungsi . utama
Kompolnas dari pengawasan
tethadap pribadi polisi ke fungsi
lain yang lebih bersifat adminis-
trative yang sesungguhnya me-
rupakan hak prerogatif Presiden.

“Indepenéenm Kompolnas agak

sulit'diharapkan selama ‘anggota

"anggotanya teraf111a51 dengan- -
inlstitusi lain. Manfaat mdependen31
‘Kompolﬂas semakin jauh dari
harapan manakala’ hubunoan_
: 'Kapoln dengan Presiden rciatif:_
“dekat.
- Ixompoinas akan nampak (baca;

Sedangkan peran’- :

“sebagai bemper) ketika huburigan

Kapolti dengan Presidenbetjarak.
Sehingga,  ‘begitu rentannya
Kompolnas terhadap betbagai
kritik, sampai sampai anggota.
Dewan seperti Effendi Choiri
pernah mengusulkan agar dilakukan
amandemen terhadap UU Polr
No.2Tahun2002.

Uatuk menjawab persoalan
dlatas sesungguhnya Presiden
memiliki instrumen jitu, bila

Pre:ﬁden mermiliki po/izeal will antuk
mewujudkan Iﬁompoinas_ sesuai

harapan reformasi, s_ebagajmaha
telah teicermin_ dalam ketentué_n
mengenai Komisi Iejaksaan dan
Komisi Yudisial. Yaitu dengan
meluncurkan peratilran Peratura_ﬂ
Pemerintah Pengganti Undang
tentang

Undang
Kepolisian Nasional.

Komisi
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Sl K@MP@ENAS
E Endependemdan mphkasmya _bzagi POL

o anja -_s_'é]arah ekszstenm
-kepohsian:‘dl‘ Indonesia’ hmgga
“tahun 2001, polisi ditempatkan
sebagai bagian dan di bawah militer
(ﬂa_ma lama, Angkatan Bersen}ata
Republik Indonesm atau ABRI,
sebelum kemudian berubah me-
jadi Tentara Nasional Indonesxa

atau TNI). Sebagai “militer,” polisi

adalah ‘petempur’ atau combatant.
Dampak dari status ini tethadap
eksistensi dan kehidupan Polri
sangat luas dan mendalam, yang
biasanya diukur menurut tiga
parameter utama, yaitu postut,
struktur, dan kultur.

Postur adalah sosok kekuatan,
yang ditampilkan dad sarana dan
prasarana fisik, khususnya pes-
senjataan, serta jumlah dan kualitas
personel. Karena polisi adalah
bagian dari militer, maka dalam hal
postur juga merupakan bagian dari

" Ahli Peneliti Utama (APU) LIPL

: seluruh kekuatan utama pertahanan
dan keamanan nasional (hankam— -

nas) pada waktu itu. Hingoa tahun
2001, kekuatan polisi sekitar 180
ribﬁ'pé}_:s_c_ﬂel. Jika kekuatan ipi
dibandingkan dengan jumlah

penduduk yang sekitar 200 juta

jiwa, maka ratio penduduk per
polisi adalah lebih dari 1000:1,
sehingga sangat jauh dari ukuran
ideal yang ditetapkan oleh PBB,
yaitu 400:1.

Namun, persepsi rejim-tejim
pemerintahan hingga akhir masa
Orde Baru memposisikan tentara
juga sebagai pemelihara keamanan
dan ketertiban. Dengan demikian,
total kekuatan sebesar 450 ribu
personel membuat postur kekuatan
keamanan (dan pertahanan) men-
jadi cukup ideal. Meskipun sejak
masa Orde Baru Indonesia tidak
pernah mengalami peperangan
dengan negara lain, secara hipotetis




